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INTISARI

Judul Skripsi Penulis adalah Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam
Sengketa Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Mengapa dalam sengketa kepemilikan
sertifikat hak milik atas tanah terdapat gugatan dikabulkan, gugatan ditolak dan gugatan tidak
dapat diterima?

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui alasan dalam sengketa kepemilikan
sertifikat hak milik atas tanah terdapat gugatan dikabulkan, gugatan ditolak dan gugatan tidak
dapat diterima. Metode penelitian penulisan ini bersifat “Deskriptif” yaitu menguraikan dan
menggambarkan alasan dalam sengketa kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah terdapat
sertifikat hak milik yang dianggap sah dan sertifikat hak milik yang dibatalkan dan berjenis
“Normatif” yaitu adalah penelitian yang berfokus pada analisis konsep-konsep hukum dan
regulasi yang berkaitan dengan sengketa sertifikat tanah.

Hasil penelitian penulis terhadap permasalahan penelitian ini sebagai berikut: Alasan-
Alasan Gugatan Dikabulkan yaitu Kesalahan Prosedur Penerbitan Sertifikat Hak Milik.
Alasan-Alasan Gugatan Ditolak yaitu Penerbitan Sertifikat Hak Milik Sesuai dengan
Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara, Penerbitan Sertifikat Hak Milik Sesuai dengan
Prosedur Hukum yang Berlaku, Penerbitan Sertifikat Hak Milik Sesuai dengan Substansi
Hukum yang Berlaku. Sedangkan Gugatan Tidak Dapat Diterima yaitu Gugatan mengandung
cacat, Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute.

Saran dalam penelitian ini sebaiknya masyarakat lebih memperhatikan keabsahan
sertifikat tanah yang dimilikinya, salah satu upaya menghidari terjadinya serfikat ganda ialah
dengan mengecek sendiri kepemilikan tanah kepada Badan Pertanahan Nasional yang
berwenang dalam penerbitan sertifikat tanah. Hal ini dilakukan agar supaya tidak terjadinya
sertifikat tanah ganda yang berdiri di atas tanah yang sama. Selain itu agar kedepannya tidak
timbul akibat-akibat hukum apabila terjadi sengketa tanah akibat adanya sertifikta ganda di
atas tanah yang sama
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